BUPATI BANTUL

PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 49   TAHUN 2009

TENTANG

REVITALISASI KEWAJIBAN SEKRETARIS DAERAH, ASISTEN PEMERINTAHAN, ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SERTA 
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
BUPATI BANTUL,

	Menimbang :
	a. bahwa dengan telah ditetapkannya peraturan daerah yang mengatur mengenai organisasi perangkat daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyusunan kebijakan Bupati serta pembinaan hubungan kerja dengan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, serta lembaga lainnya perlu revitalisasi kewajiban Sekretaris Daerah, Asisten Pemerintahan, Asisten Perekonomian dan Pembangunan serta Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Revitalisasi Kewajiban Sekretaris Daerah, Asisten Pemeintahan, Asisten Perekonomian dan Pembangunan serta Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul;


	Mengingat :
	1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Kabupaten Bantul;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul danSekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul;
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2007 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul;



MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG REVITALISASI KEWAJIBAN SEKRETARIS DAERAH, ASISTEN PEMERINTAHAN, ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SERTA ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
2. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul.
5. Asisten Pemerintahan adalah Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.
6. Asisten Perekonomian dan Pembangunan adalah Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.
7. Asisten Administrasi Umum adalah Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.
8. Revitalisasi adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kembali daya guna dan hasil guna tugas pokok dan fungsi lembaga.
9. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah. dan

10. Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pendukung tugas kepala daerah yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksnaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dan berbentuk Badan, Inspektorat, Kantor dan Rumah Sakit.

BAB II

REVITALISASI KEWAJIBAN SEKRETARIS DAERAH

Pasal 2

(1) Sekretaris Daerah berkewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan serta membina hubungan kerja dengan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.

(2) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris Daerah dibantu Asisten Pemerintahan, Asisten Perekonomian dan Pembangunan dan Asisten Administrasi Umum.

Pasal 3
Sekretaris Daerah selain melaksanakan pembinaan hubungan kerja sebagaimana dimaksud  dalam Pasal 2 ayat (1), berwenang untuk dan atas nama Bupati membina hubungan kerja dengan :

a. Pengadilan Negeri Bantul;
b. Kejaksaan Negeri Bantul;
c. Kepolisian Resor Bantul;
d. Komando Distrik Militer 0279 Bantul;
e. Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul;
f. Instansi Vertikal di Kabupaten Bantul;
g. Badan Usaha Milik Negara di Kabupaten Bantul; dan

h. Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Bantul.

BAB III

REVITALISASI KEWAJIBAN ASISTEN PEMERINTAHAN

Pasal 4

(1) Asisten Pemerintahan mempunyai kewajiban membantu Sekretaris Daerah dalam merumuskan kebijakan Bupati dan membina hubungan kerja dengan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah sesuai bidang tugas Asisten Pemerintahan.

(2) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) Asisten Pemerintahan dibantu oleh Kepala Bagian Tata Pemerintahan, Kepala Bagian Pemerintahan Desa dan Kepala Bagian Hukum.
Pasal 5

Sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya Asisten Pemerintahan berwenang untuk membina hubungan kerja dengan :

a. Sekretariat DPRD;
b. Inspektorat;
c. Dinas Kesehatan;
d. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
e. Dinas Pendidikan Dasar;
f. Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal;
g. Dinas Sosial;
h. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
i. Badan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
j. Satuan Polisi Pamong Praja;
k. Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat;
l. Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa;
m. Kantor Pemuda dan Olahraga;
n. Kantor Statistik;
o. Kantor Pertanahan;
p. Kantor Pos dan Giro;
q. Pengadilan Agama;
r. Kecamatan;
s. Desa; dan 

t. Tugas lainnya yang diberikan oleh Sekretaris Daerah dan Bupati.

BAB IV

REVITALISASI KEWAJIBAN ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

Pasal 6

(1) Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai kewajiban membantu Sekretaris Daerah dalam merumuskan kewajiban Bupati dan membina hubungan kerja dengan dinas daerah dan lembaga teknis daerah sesuai bidang tugas Asisten Perekonomian dan Pembangunan.
(2) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Asisten Perekonomian dan Pembangunan dibantu oleh Bagian Administrasi Pembangunan, Kepala Bagian Kerjasama dan Pengembangan Potensi Daerah dan Kepala Bagian Humas Masyarakat.

Pasal 7

Sesuai dengan bidang Tugas  dan Fungsinya Asisten Perekonomian dan Pembangunan berwenang untuk membina hubungan kerja dengan :

a. Dinas Pertanian dan Kehutanan;
b. Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan;
c. Dinas Pekerjaan Umum;
d. Dinas Sumber Daya Air;
e. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi;
f. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
g. Dinas Perhubungan;
h. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
i. Badan Lingkungan Hidup;
j. Tim Penggerak PKK Kabupaten;
k. Kantor Cabang Perusahaan Listrik Negara;
l. Kantor Pegadaian;
m. Perusahaan Daerah Air Minum;
n. Perusahaan Daerah Aneka Dharma; dan

o. Tugas lainnya yang diberikan oleh Sekretaris Daerah dan Bupati.

BAB V

REVITALISASI KEWAJIBAN ASISTEN ADMINISTRASI UMUM

Pasal 8

(1) Asisten Administrasi Umum mempunyai kewajiban membantu Sekretaris Daerah dalam merumuskan kebijakan Bupati dan membina hubungan kerja dengan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah sesuai bidang tugas Asisten Administrasi Umum.

(2) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Asisten Administrasi Umum di Bantu oleh Kepala Bagian Organisasi, Kepala Bagian Umum dan Kepala Bagian Protokol.

Pasal 9

Sesuai dengan Bidang tugas dan fungsinya Asisten Administrasi Umum berwenang untuk membina hubungan kerja dengan :

a. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
b. Badan Kepegawaian Daerah;
c. Kantor Pengolahan Data Telematika;
d. Kantor Perpustakaan Umum;
e. Kantor Arsip;
f. PT. Telkom;
g. PT (Persero) Asuransi Kesehatan;
h. BRI Cabang Bantul;
i. BPD Propinsi DIY Babang Bantul;
j. Perusahaan Daerah BPR Bank Bantul; dan

k. Tugas lainnya yang diberikan oleh Sekretaris Daerah dan Bupati.

BAB VI

MEKANISME PEMBINAAN HUBUNGAN KERJA DINAS LEMBAGA TEKNIS 
DAN UNIT PELAKSANA DAERAH
Pasal 10
Pembinaan hubungan  kerja Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi organisasi dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah sebagai upaya mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) dan tercapainya visi dan misi Kabupaten Bantul pembangunan daerah.

Pasal 11

Pembinaan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan dengan cara meningkatkan koordinasi integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dengan melaksanakan manajemen yang di lingkungan Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.

Pasal 12

Pelaksanaan pembinaan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaporkan oleh masing-masing penanggung jawab secara berkala.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Nomor 390a Tahun 2001 tentang  Revitalisasi Kewajiban Sekretaris Daerah, Asisten Tata Praja, Asisten Pembangunan dan Asisten Administrasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.
Ditetapkan di Bantul

pada tanggal

BUPATI BANTUL,

M. IDHAM SAMAWI

Dimuat dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul

Nomor                 Tahun 2009

Tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

GENDUT SUDARTO

